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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa,
Rencana Strategis Peranghkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan. RENSTRA PD ini
merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.
Hulu Sungai Tengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat Rencana
Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Target, dan Pendanaan Indikatif dengan mengacu
kepada RPJMN, RENSTRA K/L dan RENSTRA Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), merupakan bentuk
pelaksanaan UU Ne. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah. Undang-undang ini
secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Oaerah
(RENSTRA PD) sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur Kinerja sesuai tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah, untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan
Daerzh sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) serta satu bagian yang utuh darm manajemen kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kami menyadari bahwa Reviu Rencana Strategis Peangkat Daerah (RENSTRA PD)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023-
2026 i masih belum sempurna banyak kekurangannya, maka segala komentar, saran,
kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan sangat kami harapkan.

Terima kasih kam| sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu
penyelesaian RENSTRA PD ini, dengan harapan membawa manfaat bagi kita semua.

Barabai, 20 Oktober 2023
Pit. Kepala Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NIF. 19780328 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

T BINTARA NO36 BARABAI (KAL-SEL) Kodepos 71115
Telp. (0517) 42218 Fax_ (0517} 42218

Menimbang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 4T0/1/DUKCAPILI2023

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2023 - 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan

Menteri Dalam Megeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun
Rencana Kena (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1859 tentang Penetapan
Undang- Undang DOaerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 13859
Nomaor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial1820);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Masional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang MNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Masional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4700),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia MNomor




10.

oy

12.

13,

14.

15

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2015 MNomor 58, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Keria Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Masional (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 20068 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Caerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041},
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomaor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NomorG322),

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeloclaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
MNegeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Momor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemenntah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah MNomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembenlukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Momor 10
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

16, Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 64 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai
Tengah;

17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Momor & Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun 2021 - 2028,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupalen Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 —
2026

Panetapan Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi serta tolak ukur dalam pencapaian kinerja
dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun dengan memperhatikan dan memuat
prioritas daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2023 cg. Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
Pada Tanggal ' 20 Oktober 2023

DINAS,

- 19780328 199703 1 004




1.1

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan UL No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Masional (SPPN). maka definisi dari Sistem Perencanasn Pembangunan Masional adalah
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan unfuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang. jangka menengah, dan tahunan vang dilaksanakan
oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Dacrah, Perencanaan
Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan
langgap terhadap perubahan. Sistem perencanaan pembangunan nasional menghasilkan
dokumen-dekumen rencana di tingkat daerah sebagai berikut
17 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RFPIPD)
2} Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMIY)
3} Rencans Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
4} Rencana Strategis Peranghkat Daerah (RENSTRA PD)
5}  Rencana Kega Perangkat Daerah (RENJA PI)

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah periode tahun
2021-2026, maka pemerintah Kabupaten Hulu Sungni Tengah wajib menyusun Rencana
Pembangunan langka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun
2021-2026 yang memuat Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai penjabaran
Visi dan Misi Rencana Pembangunan Janpgka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu
Sungm Tengah Tahun 2005-2025

RPIMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2026 mernupakan pedoman bagi
Perangkat Daerah (P} dalam menyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun
2023-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah, vang selanjutnyva disingkat dengan Rensira P
adalah dokumen perencanaan PD untuk periode lima {5) tahun, yang memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPIMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tohun 2021-2026 menjadi  pedoman  penyusunan  Rencana  Kerja  (Renja)  Dinas

E Reviu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2028




1.2

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah setiap tahun dalam

periode vang sama yaitu tahun 2021-2026. Hubungan antara RPIMD Kabupaten Hulu

Sungai Tengah, RPIMD Provinsi Kalimantan Selatan. Renstra PD dengan Renja dalam

sistem perencanaan pembangunsn dagrah mengacu pada UL Noo 25 Tahun 2004 pasal

5 dengan kelentuan sebagai benkut

) RPIMD Kabupaten Hulu Sungai merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program
Kepala Daergh yang penvusunannya berpedoman pada RPJIPD Kabupaten Hulu Sungai
lengah memperhatikan RPIMD Provins: Kalimantan Selatan dan RPIM Nasional serta
memual arah kebijakan umunm dan program SKPD, lintas satuan kerja, kebijakan umum
dan program kewilayahan.

2} RPIJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD)
uniuk menyusun Rencana Strategi vang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD).

Dengan demikion dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah vang terkait
dengan proses penganggaran pada penyvusunannya harus melihat program dan kegiatan vang
telah ditetapkan dalam tahapan-tnhapan perencanasn tahunan yang tercantum dalam matrik
Renstra PD.

Landasan Hukum

Landazan konstitusional Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 adalah Pancasila dan UUD 1945,

Landasan operasionalnya adalah ketentuan peraturan dan perundang-undangan vang berlaku

dan terkait, vaitu sebagai berikut :

1. Undang-Unpdang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Danurat
Nomeor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan Sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
MNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor [{4, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomaor 24 Tahun 201 3;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPIP) Nasional Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2007 Momeor 33, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

ot
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10,

11,

13.

14.

15.

16,

17.

Undung-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas UndanglUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679,

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 20018 tentang Pelayanan Administrasi
Kependudukan secara daring:

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan,

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 20019 twentang Pelaksanaan [Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 entang Administrasi Kependudukan sebagaimana welah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 201 3;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2021 (COVID-19) danfatau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman vang Membahavakan Perckonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 6485 );

Peraturan Pemernintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kewangan Dacrah
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Momor 42);

Peraturan  Pemenntah Womor 13 Tahun 2021 tentang Laporan dan  Evaluasi
Penvelenggaraan Memerintah Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 32 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323 );
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136):

Peraturan Presiden Nomor %6 Tahun 2018 tentang Persvaratandan Tata Cara
Pendafaran Penduduk dan PencatatanSipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokmasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelavanan:

Peraturun Menteri Dalam  MNegernn Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Temtang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Janpgka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan

| E | Reviu Rensira Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026
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19,

23,

24,

30,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daersh, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah: Renstra Kecamatan
Limpasu Periode Tahun 2021-2026

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Administrasi Kependudukan Secara Daning;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam MNeperi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkup Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Penpelolaan Keuvangan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 temtang Sistem Informasi
Pemerintahan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kevangan Daerah;
Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungm Tengah Nomor 4 Tahunm 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Pamjang Dacmah (RPJPD) Kabupaten Hulo Sungai
Tengah Tahun 2005- 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulue Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayvah Kabupaten Huolu Sunga Tengah Tabun 2016-2036:
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor | Tahun 2016 tentang
Penvelenggaraan Pelavanan Administrasi Kependudukan dan Pencotatan Sipil di
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nemor 33 Tahun 2008 tentang Kedudukan
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangkns Menengah Doerab Kab. HST Pernode 2021-2026.

| Lo S 4
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1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 merupakan acuan dan pedoman resmi
bagi pejabat SKPD dan jajarannya dalam penvelenggaraan pelavanan kepada
masyarakat untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan prioritas program
pembangunan  dari Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah terpilih
selama 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karcpanya, penyusunan Renstra ini
dimaksudkan  sebagai dokumen yang menjadi rujukan atau panduan untuk menjaga
konsistensi  arah  kebijakan  dan  program  pembangunan  pelayanan
masyarakat pada Dinas  Kependudukan dan  Pencatman  Sipil  Kabupaten
Hulu Sungai Tengah schingga pelaksanaannva lebih sistematis, terarah, efektii’ dan

efisien.

b. Tujuan
lwjuan penyusunan HRenstra Dinas Kependodukan dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

I. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran. dan indikator kinerja
pembangunan selama 5 (lima) tshun kedepan, schingga rencans pembangunon

daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.

I
H

Menjamin konsistensi aniara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan selama kuron waktu 2021-2026.

3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergites, koordinasi,
dan sinkronisasi olch masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap
dan tindakan.

4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan
vang berkelanjutan.

5, Menjamin  terciptanya  integrasi, sinkronisasi, dan  sinergi | perencansan
pembangunan.

6. Mewwudkan pengpunaan sumberdava secara efektif, efisien. berkeadilan, dan

herkelanjutan dalam pelaksunagn pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran

sertn masyarakal, dun

7. Memberikan pedoman bagi penyusunan Kencana Kerja (Renja).
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1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalum Negen

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Pamjang Dacrah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangks Panjang Daerah.

Rencana Pembangunan JTangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah
adalah, sehagai berikut

BAR I

BARE 11

BAB 111

BAR IV

BAB V
BAR VI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Landasan Hukum

3. Maksud dan Tujuan

4. Sistematika Penulizan

GAMBARAN PALAYANAN UMUM SKPD DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUGNAI TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Dacrah

2.2, Sumber MDaya Perangkat Dacruh

2.3. Kinerja Pelavanan Perangkat Daerah

2.4, Tamangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

PERMASALAHAN DAN  ISU-ISU  STRATEGIS PERANGRAT

DAERAH

1.1, ldentifikasi Permasalashan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

32, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3.3, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis pada RPIMD

3.5, Pencntuan [su-Isu Strategis

TUJUAN IDAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

STRATEGI DAN ARAH KEBLIAKAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VIl KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIl PENUTUP
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungm Tengah Nomeor 11

Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bahwa Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil merupakan Lembaga Teknis Daerah (LTD). Kedudukan, tugas.
fungs1 dan susunan organisas: diuraikan, sebagai berikut :

a Tugas dan Fungsi

1.

¥

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan

Pemerintshan Bidang Adminisirasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil vang

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan vang ditugaskan kepada

Pemernniah Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas  pokok

menyelenggarakan fungsi schagai berikut

a. perumusan kebijakan tekmis di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

b. pelaksansan kehijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil;

¢, pelakssnaan cvaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai denpan lingkup tugasnya;

e, pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis: dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Dinas dan

pengoordinasian pelaksanaan ugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup

Dinas.

Dialam melaksanakan  tugas sehagaimana  dimaksud Sekretaris

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;

b. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;

¢. penatausahaan urusan keuangan;

d. penplausahaan urusan umum dan Kepegawaian;
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¢. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di hngkop
Dinas.

[ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekrelanat;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

A, Sub Bagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menviapkan bahan perumusan

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring.

evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kevangan dan perencanaan.

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud

menyelenggarakan fungsi

g,  pengoordinasian  penvosunan  dokumen  perencansan  [hnas  meliputs
Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKLU), Rencana Kenja
{Renja)yRencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK)
sesual dengon ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pengoordinasian dan pengadministrasian psulan RKA/RKPA dari unit-unit
kerja di Iimgkup Dinas;

¢.  pengoordinasian penyiapan bahan dengan unil-unit Kerja d&i lingkup Dinas
dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan  Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertangpungjawaban (LKPj) Bupati,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMI)
Bupati, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD),
laporan realisasi kinerja dan kevangan triwulanan atas pelaksanaan program
dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan  pelaporan  tugas dan  fungsi
Subbagian; dan

¢. pelaksanaan fungsi kedinasan lain vang diberikan pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.
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4. Sub Bagian Keuangan
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Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan

dan pelaksanaan kebijakan teknis. pengoordinasian, monitoring, evalwasi dan

pelaporan di bidang administrasi keuangan dan perencanaan.

Subbagian Keuangan dalam  melakssnakan  tugas  sebagmmana  dimaksud

menyelenggarakan fungsi
pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;

b,  pelaksanaan pembinaan penatausahaan kevangan Dinas;

€. pelaksanaan penatausahaan anggaran Dinas  sesum dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan:

d.  peloksanaan penpelolaan kas Dinas sesuai denpan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

e. pelaksanaan pelayanan lainnva berkenaan dengan keuangan Dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Dinas sesual dengan ketemiuan
peraturan perundang-undangan;

g. pengoordinasian dan pengadministrasian usulan DPA/DIPPA dari unit-unit
kerja di lingkup Dinas;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan  fungsi
subbagian; dan

i, pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan punpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

. Sub Bagian Umupm dan Kepegawaian

Subbagian Kepegawaian mempunyai fugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian. monitonng,

evaluasi dan pelaporan di bidang admimstras: kepegawaian.

Subbagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

menvelengearakan fungsi:

4. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas  sesum dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan penviapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan usulan
pengembangan pegawai;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan

pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
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e. pelaksanaan penghimpunan data sasaran kinerja pegawai;

. pelaksannan koordinasi dan fasilitesi urusan lata usaha kepegawaian,
pembinaan disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai sera urusan
kepegawaian lainnyva;

2. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penvampaian Laporan Harta Kekavaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Megara (LHEASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan ugas dan fungsi Subbagian;

| dan

i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain vang diberikan pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya

Subbagian Umum mempunyai tugas menviapkan bahan perumusan kebijakan

dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan

pelaporan di bidang administrasi umum perkantoran.

Subbagian  Umum  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksod

menvelengparakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;

b. pelaksanasn penenmaan, pendistribusian dan penginman surat dan naskah
dinas lainnya;

¢. pelaksanaan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai
dengan tata naskah dinas;

d. penvelenggaraan pemelihaman  kebersiban, keindahan dan  Kenvamanan
lingkungan perkantoran:

¢, pelaksanaan penviapan bahan dan pengelolasn ketatalaksanasn, hubungan
masvarakat dan protokol;

. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpusiakaan;

g. pelaksanaan penyiapan bahan kerjasama teknis Dinas;

h. pelaksanaan telaghan dan penyiapan bahan penvusunan peraturan perundang-
undangan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas:

i, pelaksanaan penvusunan Rencana Kebutuban Barang Unit (RKBL) dan
Rencana Pemeliharsan Barang Unit (RPBLY;

j. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara'daerah lingkup Dinas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian;
dan
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l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinyva.

6. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

7.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan  kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,

monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan identitas penduduk,
perpindahan penduduk. dan pendataan penduduk.

Bidsng Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam  melaksanakan  tugas

sehagaimana dimaksud menyvelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;

b. pengeordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis
yang berkenaan dengan identitas penduduk, perpindahan penduduk. dan
pendatann penduduk;

¢. pengoordinasian  penyiapan bahan pelaksanaan  kebijakan teknis  vang
berkenaan dengan dengan identitas penduduk. perpindahan penduduk, dan
pendataan penduduk;

d. pengoordinasian  pengelolaan  dengan  identitas  penduduk. perpindahan
penduduk, dan pendataan penduduk di lingkup Pemerintah Diacrah;

¢. pengoordinasian  pengclolaan  dengen  identitas  penduduk, perpindahan
penduduk, dan pendatasn penduduk uniuk mendukung kebijakan nasional
dan Pemerintah Daerah:

I. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang: dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya

Seksi ldentitas Penduduk

Seksi Identitas Penduduk mempunyal tugas menyapkan bahan perumusan

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring,

evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pelayanan identitas penduduk.

Seksi Identitas Penduduk dalam melaksanakan tugas sebapaimana dimaksud)

menyelenggarakan fungsi;

a. penyusunan rencana kerja Seksi;

b. penyigpan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis vang berkenaan
dengan identitas penduduk;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan
identitas penduduk:

d. penyiapan bahan, pembinaan dan koordinasi penerbitan identitas penduduk;
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e. pelaksanaan pelayanan penerhitan identitas penduduk sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

f. pengumpulan, pengolahan, dan penyajisn data yang berkenaan dengan
identitas penduduk;

g. pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasun lain vang diberikan pimpinan terkail dengan

tugas dan Rungsinya

8. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

9.

T

5

eksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai tugas menyiapkan

bahan perumusan kebijokan dan pelaksanaan kebijokan teknis, pengoordinasian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pelayanan perpindahan

dan pendataan penduduk.
Seksi Pindah Datang dan Pendstaan Penduduk dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

penyusunan rencana kerja Seksi:

penviapun bahan dan perumusan konsep kebijakan tekmis yang berkenaan
dengan perpindahan dan pendataan penduduk;

penvigpan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan
pelavanan perpindahan dan pendataan penduduk;

penyigpan bahan, pembinaan dan koordinasi pelayanan perpindahan  dan
pendataan penduduk;

. pelaksanasan pelayanan pindah, datang dan pendataan penduduk;

pelaksanasan penyiapan bahan dan pelayanan terhadap pendataan penduduk
renitan administrasi kependudukan sesuai peraturan per-ULT yang berlaku,

g pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data vang berkenaan dengan

perpindahan penduduk:

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungst Scksi; dan

. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan  kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penerimaan dan
pemeriksaen berkas, entry dan verifikasi dan penerbitan akia dan dokumentasi
berkas pencatatan sipil

I'!l
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Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas schagaimana

dimaksud menvelenggarakan fungsi;

a. pengoordinasian penvusunan rencana kerja Bidung;

b. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis
yang herkenaan dengan penerimaan dan pemeriksaan berkas, entry dan
verifikas dan penerbitan akta dan dokumentasi berkas pencatatan sipil;

c. pengoordinasian penyispan bahan pelaksansan kebijakan  teknis  vang
berkenaan dengan penerimaan dan pemeriksaan berkas, entry dan verifikasi
dan penerbitan akta dan dokumentasi berkas pencatatan sipil;

d. pengoordinasian pengelolaan pencatatan kelahiran dan kematian, perkawinan
dan percerian sertn perubahan status anak dan pewarganegaraan di lingkup
Pemerintah Daerah:

e. pengoordinasian pengelolaan pencatatan kelahiran dan kematian, perkawinan
dan percermian serla perubahan status anak, dan pewargancgarnan untuk
mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;

[. pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang: dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain vang diberikan pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya

10. Seksi Kelahiran dan Kematian

Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kehijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring.

evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pelayanan penerimaan dan
pemeriksaan berkas, entry dan verifikasi dan penerbitan akta dan dokumentasi
berkas kelahiran dan kematian,

Sekst Kelahiran dan Kematian dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud menvelenggarakan fungsi;

4. penyusunan rencana kerja Scksi;

b. penviapan bahan dan perumusan Konsep kebijakan teknis yang berkenaan
dengan pelavanan penerimaan dan pemeriksaan berkas, entry dan
verifikasi dan penerbitan akta dan dokumentasi berkas kelahiran & kematian;

¢, penviapan  bahan  pelaksanaan  kebijakan 1ekmis  yang  berkenaan
dengan  pelavanan  penenmaan  dan pemeriksaan berkas, entry &
verifikasi & penerbitan nkta dan dokumentasi berkas kelahiran dan kematian:

d. penviapan bahan, pembinasn & koordinasi pelayvanan dokumen kelahiran dan
kematian:
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e, pelaksanasn koordinasi pelavanan penerimasn dan pemeriksaan berkas, entry
dan verifikasi dan penerbitan akia dan dokumentasi berkas kelahiran dan
kematian:

f. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan
penerimaan dan pemeriksaan berkas, entry dan verifikasi dan penerbitan akta
dan dokumentasi berkas kelahiran dan kematian;

¢ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan

tugas dan fungsmya.

Seksi  Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak  dan
Pewarganegaraan
Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Siams Anak, dan Pewarganegaraan
mempunyal tugas menviapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan vang
berkenaan dengan pelavanan penerimaan dan pemeriksasn berkas, entry dan
verifikasi dan penerbitan akta dan dokumentasi berkns perkawinan, perceraian,
perubahan status anak, dan pewarganegaraan.

Scksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewargancgaraan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

& penyusunan rencana kerja Seksi:

b. penyigpun bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan
dengan pelayanan penerimaan dan pemeriksaan berkas, entry dan venfikasi
dan penerbitan akis dan dokumentasi berkas perkawinan. perceraian,
perubahan status anak, dan pewarganegaraan

¢. penyviapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis vang berkenaan dengan
pelayanan penerimaan dan pemeriksaan berkas, emtry dan verifikasi dan
penerbitan akta dan dokumentasi berkas perkawinan, perceraian. perubahan
status anak, dan pewarganegarasn:

d. penyiapan bahan, pembinaan dan koordinasi pelayanan dokumen perkawinan,
perceraian, perubahan status anak. dan pewarganegaraan;

e. pelaksanaaan koordinasi pelayanan pelavanan penerimaan dan pemeriksaan
berkas, entry dan verilikasi dan penerbitan akia dan dokumentasi berkas
perkawinan, perceraian. perubahan status anak, dan pewarganegaraan;

f. pengumpulan, pengolshan, dan penyajian data yang berkenaan dengan
pelayanan penerimaan dan pemeriksaan berkas, entry dan venfikasi dan
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penerbitan akta dan dokumentasi berkas perkawinan, perceraian, perubahan

status anak, dan pewarganegarsan;

g. pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan

tugas dan funpsinva

12. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidong Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tupgas

menyiapkan hahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan vang berkenaan dengan

imformasi administrasi kependudukan. serta pengolahan dan penyajian daia

kependudukan,

Bidong Pengelolasn Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud menyelengparakan fungs::

a. pengoordinasian penyvusunan rencana kerja Bidang;

. pengoordinasian penyapan bahan dan perumusan konsep kebijakan ieknis

vang berkenaan dengan informasi administrasi  kependodukan, serta
pengolahan dan penvajian data kependudukan;

. pengoordinasian  penvispan  bahan  pelaksanaan  kebijakan teknis  yang

berkenaan dengan informasi administrasi kependudukan, serta pengolahan dan
penyajian data kependudukan:;

. pengoordinasian  pengelolaan  mformast  administrasi kependudukan,  serta

pengolahan dan penyajian data kependudukan di lingkup Pemerintah Dacrah;

. pengoordinasian  pengelolaan  informasi administrasi  Kependodukan, seria

pengolahan dan penyajian data kependudukan untuk mendukung kebijakan

nostongl dan Pemenniah Daerah

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang: dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan

tugas dan fungsinva.

13. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Seksi Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tegas menviapkan
bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,

manitoring, evaluasi dan pelaporan vang berkenaan dengan informasi administrasi

kependudukan.

Scksi  Informasi Admimistrasi Kependudukan  dalam  melaksanakan

LI

g' § | Reviu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026 -
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schagaimana dimaksud menvelenggarakan fungs:

penyusunan rencana kerja Seksi;

. penviapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenasn

dengan informasi administrasi kependuodukan:

. penviapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis vang berkenaan dengan

informasi administrasi kependudukan;

penyiapan bahan, pembinaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan
pengolahan data base kependudukan;

pelaksanaan  pemeliharaan  dan  pengembangan  tchnologi  informasi
kependudukan;

pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan informasi kependudukan;

g, pengelolaan jaringan sistem mformasi admimistrasi kependudukan;

h. pengumpulan. pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan

informasi admimistrasi kependudukan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinyn.

Scksi Pemanfaatan Data dan Dokomen Kependudukan
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas

menylapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

pengoordinasian. monitoring. evaluasi dan pelaporan vang berkenaan dengan
pengolahan dan penyajian data kependudukan.
Seksi Pengolahan dan Penvajian Data Kependudukan dalam melaksanakan tugas

sebapaimana dimaksud menyvelengparakan fungsi:

.

b

n

= =

penyusunan rencana kerja Seksi:

penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan
dengan pengolahan dan penyajian data kependudukan;

penyviagpan bahan pelaksanpan kebijakan tekmis yang berkenaan dengan
pengolahan dan penyajion data kependudukan:

penyigpan bahan dan Koordinasi pembinasn pengolahan dan penvanan data
kepermwludukan;

pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data kependudukan;

* pelaksanaan penyajian data dan koordinasi penyusunan laporan kependudukan:

pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan data base kependudukan;
pengumpulan, pengolahan. dan penyajian data yang berkenaan dengan

1t
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16,

]

pengolahan dan penyvajian data kependudukan;

i, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

J. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Adminisirasi kependudukan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelavanan mempunval tugas menyiapkan

bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian,

monitoring, evaluasi dan pelaporan vang berkenaan dengan pemanfaatan data dan

inovast pelayanan,

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam melaksanakan tugas

sehapaimana dimaksud menvelengparakan funpsi:

a. pengoordinazian penyusunan rencana kerja Bidang:

b, pengoordinasian penyviapan bahan don perumusan konsep kebijakan tekmis
vang berkenagn dengan pemanfaatan data dan movasi pelavanan;

¢. pengoordinasian penyiapan  bahan pelaksanaan  kebijakan teknis  yang
berkenaan dengan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;

i pengoordinasian pendampingan pelaksanaan kepgiatan di bidang pemanfaatan
data dan inovasi pelayanan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan funpsi Bidang: dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Seksi Informasi Administrasi Kependudukan

Scksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengeordinasian,

monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan kerjasama dan inovasi
pelayanan administras kependudukan,

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dalam meclaksanakan tugas sehagaimana

dimaksud menyelenggarakan fungsi;

4. penvusunan réncana kerja Seksi;

b. pelaksanaan penviapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis vang
berkenaan dengan kerjasama dan  inovasi  pelavanan  administrasi
kependudukan;

. pelaksanaan penylapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan
dengan kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

d. pelaksanaan penyiapan bahan dan koordinasi pembinaan kerjasama dan inovasi

1 g Reviu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026
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pelayanan administrasi kependudukan;

pelaksanaan fosilitasi dan  koordinasi kerjasama di bidang pelayanan
administrasi kependudukan;

pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi inovasi di bidang pelayanan administrasi
kependudukan;

pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenasn dengan
kerjasama dun inovasi pelayanan administrast kependudukan

. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain vang diberikan pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen mempunvai tugas menyiapkan bahan

perumusan  kebijakan dan pelaksansan  kebijakan teknis, pengoordinasian,

moniiernng, evaluasi dan pelaporan yvang berkenaan dengan pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan.

Scksi Pemanfaatan data dan Dokumen dalam melaksanakan mugas schagaimana
dimaksud menyelenggarakan fungsi:

.
b.

pelaksanaan penyusunan rencana kerja Seksi;
pelaksanaan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang
berkenaan dengan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

. pelaksanaan penyiapan hahan pelaksapaan kebijakan teknis vang berkenaan

dengan pemanlaatan data dan dokumen kependudukan.

. pelaksanaan penyiapan bahan dan koordinasi pembinaan yang berkenaan

dengan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

pelaksanaan pelavanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
pelaksanaan pengumpulan, pengelahan, dan penvajpan dats vang berkenaan
dengan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

. pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pefaporan gas dan fungsi Seksi;
. pelaksanaan fungs: kedinasan lain vang dibenkan pimpinan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

b, Strukitur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, terdini dan

ey
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3)

4)

3

Sekretaniat, membawuhkan :

[.1. 3ub Bagian Perencanaan;

|.2, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

1.3, Sub Bagian Keuangan;.

Bidang Pelavanan Pendaftaran Penduduk. membawahkan :

2.1, Sek=1 ldentitas Penduduk;

2.2, Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk:

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan

3.1, Seksi Kelahiran dan Kematian;

3.2, Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Pewarganeparaan;

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelavanan :

4.1, Scks Kerjazama dan Inovasi Pelavanan:

4.2, Sekst Permnanfaatan Daw dan Dokumen Kependudukan;

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan ;

5.1, Seks Informasi Administrasi Kependudukan;

5.2, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan:

2.2 Sumber Daya Perangkal Dacrah

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menyelenggarakan pemerintahan

untuk melaksanakan program kegiatan pelayanan kepada masvarakat harus didukung
dengan sumber dayva yang memadai baik dan segi kuantitas maupun kualitas,

Komposisi aparatur vang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai potensi sumber daya manusia, dapat dilihat pada

tabel di hawah ini :

Tabel 2.2.1 Klasifikasi Aparatur Berdasarkan Jabatan

- NO JABATAN LAKI-LAKI | PEREMPUAN|  JUMLAH
T EseonT E— e ——
2 | Esselon NI 3 ; 3
3 | Esselon IV 1 N I
4 Fungsional 2 P 4
5 | Pelaksana 5 3 m
Jumlal 1 8 i

)

149
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Tabel 2.2.2 Klasifikasi Aparatur Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO|  PANGKAT/GOLONGAN| LAKI-LAKI | PEREMPUAN| JLH

I Membina Uiama Wuda / TV ¢ i - - =

2 Pembina Tingkat |/ IV b -

[ =]
L

3 Pembama / TV a 3

4 | Penata Tingkat I/ 1l d

[~ ]
o
L

I

| 5 Ponata / 11l ¢

6 | Penata Tingkat [/ 11 b 2 i 3

7 | Penata Muda /111 a ' i i 2

8 | Pengatur Tingkat /114 I a E

9 | Pengatur/llc 1 & I
Jumlah 12 ' 7 19

Tabel 2.2 3Klasifikasi Aparatur Berdasarkan Pendidikan

N PENDIDIE AN LAKI-LAKI FEREMPUAN JUMLAH
WETE 2 3 3
T | Swam § 3 9
3 Diploma 3 5 2 7
7 | SLTA i . |
Jumlsh 12 T

0

[l ! =
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Dhinas Kependudukan don Pencatatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah memuliki asset untuk
menunjang tupas dan fungsi yang harus dijalankon. sehagaimana tabel di bawah i -

Tabel 2.2.4
Daftar Aset Dinas Kependuduokan dan Pencatatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun Ket
Mo Mama Barang Merk/Ty pe Pieaoliis Yolume BATK RUSAK
I Tanah banpunan - 2001 I Baik -
Kantor
2 Server = 2066 I & Rusak
3 Portable Genermtor Asahi 2007 | = Rusak
4 Scanner Canon 2007 I - Risak
5 AC Unit Panasonic 2007 I - Riisak
6 | Keyboard IBM 2007 | - Rusak
7 Monitor IBM 2007 I Baik
L M ini Bus Avanz 2008 I Baik -
q Rak Besi 201 218 | Baik -
i | Alast Kantor Lainnya hagi trax 2008 I = Riusak
il Microphone Tens 2008 I - Fusak
12 | Laptop Axioo 2008 I - Rusak
13 | Server HP 2008 | Haik
14 | Aniena MF - 2008 g Baik -
15 | Sepedn Motor Honda ZOn(rc 3 Baik
16 | Mesin Tik Lainnva - 008 | I Baik
17 | White Board < 2008 _I [ Baik
18 | Sofa - 2000 ' | Baik -
19 | AC Unit = 2000 3 Baik -
20 | Televisi - 2009 I . HRusak
(21 | PC Unit - : 000 | 1 Baik A
22 | Meja Kerja Pejabat . 2004 | Baik 3
Essclom (1 |
23 | Kursi Kerja Pejabat 2 |' | Baik
Esselon 11 |
24 | Kursi Hadap Depan = 29 i 2 = Husak
Pejabat ' B
25 AL LTl - 200k 2 Baik
' 26 | Camera Video Canon 2010 I Baik .
27 | Alat Pemadam Globe 3010 | Balk .
| portible
| 28 | Laptop Tashiba 2000 2 - Kuzak
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| 29 | Printer Epson 2010 13 Baik -
i | Global Postioner (iarmecn 2011 1 Baik >
31 | Brankas Mazional 2011 I Baik .
32 | Kursi Lipat Chitose 2011 b Rusik
33 | PC Unn - 2011 10 Baik -
34 | Printer Canon 2011 9 Baik -
35 | Server IBM 2011 | Baik -
36 | Meja Kerja Pejabat Topan 2011 I Baik -
Esselon 111
37 | Kursi Kerja Pejabat Indachi 2001 | Baik -
Esselon 111
38 | Mejn Kerja Pejabat Topan 2011 : Baik -
Esselon IV
30 | Kursi Kerja Pejabat Indachi 2011 | Baik -
Essebon IV
40 | Provektor LG 20101 1 Baik -
41 | Switches kenrbotong 2011 I Baik
42 | Tugu Peringatan = 2011 I Baik -
43 | Peraturan Perundang- - 2011 2 Baik -
umdangan i
44 | Perulotan Mini - 2002 1] - Rusak
Komputer Lainnya
45 | Tugu Peringatan - 2012 I Baik =
46 | Peraturan Perundang- - 2012 2 Haik -
undangan
47 | Sepeda Motor Honda Mega Pro 2013 | Baik .
48 | Sepeda Motor Honda Supra 2013 1 Baik -
49 | FillingBesi Brother 2013 I Baik -
500 | Kursi Besi Costom 2013 1 Baik -
51 | Televisa LG - LED 013 I Baik -
52 | Mcrophone Toa 2013 I Baik -
53 | Stabilizer Matsunaga 2013 I Baik -
54 | Mamframe - 2013 l Haik -
55 | PC Unit HP Pavilicn 2013 3 Raik -
56 | Lapiop Asus 2013 4 Baik -
57 | Laptop Acer 2013 ] Baik .
58 | Auwdio Amplifier BMB 2013 [ Haik =
59 | Equalizer Behringer FBQ) 2013 [ Baik =
60 | Microphone Wircless Shure 2013 2 Baik -
61 | Microphone Floos BS 2013 2 Baik -
Stand
62 | Power Amplifier AXL 2013 | Balk
63 | Peralatan Studio - 2013 6 Baik -
Visieal
64 | Rak Peralatan - 2013 I Haik -
63 | Mixer Pve Y% amaha 2013 | Baik -
| Speaker Proel 2013 | Baik -
67 | Speaker BMB 10 Inc 2013 [ Baik -
68 | Stand Speaker Black Spider 2013 | Baik -
69 | Scanner : 2 2014 1 Baik -
T0 | Mesin Absensi - 2014 1 Baik
(71| Meja Rapat . 2014 ] Baik .
72 | Meja Tulis Kerga - 2014 10 Baik -
73 | Kursi Rapat - 2014 15 Baik :

! § | Reviu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026
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M | Kursi Biasa - 2014 10 Baik
75 | Sofa - 2014 | Haik
76 | AC Unnt 2014 1 Baik
77| Televisi - 2014 | Baik
78 | Mesin penset - 2014 | Baik
79 | M Unat 2014 24 Baik
Bl | MNote Book 2014 5 Baik
Bl | Printer - 2014 3 Baik
B2 | Meja Tamu Biasa 2014 h Baik
B3 | Gedung Kantor - 2014 1 Baik
Permanen
B4 | Alat Kantor Lainnva - 2015 | Baik
85 | Kursi Rapat Informa 2015 4 Baik
B6 | Meubelair lninnya - 015 1 Baik
87 | AC Unit Media MFGA 2015 ¥l Baik
K8 | Televisi LG 2015 1 Raik
89 | Printer Canon Pixma | 2013 -] Baik
20 | Printer Epson L-2 | 2015 3 Baik
21 | Scanmer Kodak 2015 | Baik
21 | Meja kerja Esselon 1 Informa 2015 1 Baik
93 | Meja kerja Esselon 111 Garbunt 2015 4 Hailk
94 | Kursi kerja Esselon 111 Ken KM 102 2015 d Baik
93 | Lemari Buku uniuk Krishow 2015 7 Baik
Pejaba Esselon 111
@6 | Lemari Arsip untuk Informa 2015 L Baik
Arsip Dinamis
97 | Proyekior Sony 2015 2 Baik
98 | Gudang Tertutup 5 2015 [ Raik
Permanen
99 | Jaringan Distribusi = 2015 I Baik
Lamnmnyva
103 | Tmiu Pengetahuan - 2015 7 Baik
Ui
101 | Mesin Absensi Solution 2016 | Baik
102 | AC Unit Polvtron 20146 2 ‘Baik
103 | PC Unit HP 510 2016 3 Baik
104 | Lapiop HF Pavilion 2018 | Baik
105 | Prnter Canon 6 | Baik
106 | Scanmer Kodak 2016 | Baik
107 | Server Lenovo 2016 | Baik
108 | Router Mikrotik 2Nlb | Baik
10% | Kursi Rapat Pejabat Flynn 2016 20 Baik
[ 10 | Camera Vier Finder AITI AT- 2006 fi Baik
(CCTV) AHCEOITY
(11 | Bangupan Gedung - 2016 | Baik
| lainnys ~
112 | God. Gra'Pool 2016 | Baik
Permanen
113 | Komputer HP Proliani 2017 1 Baik
UnitJaringan Lainnyva
114 | Card Reader Abaka 2017 I Baik
115 | Primter Canon 2017 1 Btk
| 116 | Scanner Canon DR-C240 2017 1 Baik
117 | Modem Cyvborg E48E-5 2017 11 Baik
118 | Trapod Takora 2018 2 Baik
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119 S-r:.nnn:r E!_qqnnrf 2018 3 Baik
120 | Kursi Rapat Chitose 2018 25 Baik :
121 | Sound System Visioneer 2018 I Baik
122 | Camera Video Canan 2018 I Baik -
123 | Komputer HP 2018 | Baik -
Unit/Jaringan Lainnya
124 | PC Unit Drell 2018 26 Baik -
125 | Lapotop | Asus 2018 10 Haik -
126 | PC Unit Lainnya HP 2018 2 Baik =
27 | Hardisk Seagule 2018 2 Baik -
128 | Primier Epson Ll 90 2018 f Baik =
129 | Printer HP 2135 2018 g Baik e
130 | Prnder Epson L3600 1R b Baik -
[31 | Printer Epson Dot Matrik | 2018 2 Raik =
L2190
132 | Scannes Canon 2018 3 Baik
133 | Software Canon 2018 2 Baik =
134 | Slide Projector Epson/ EB 970 2008 | Baik -
135 | Pompa Air Panasonic 2009 I Baik 2
136 | Penyemprot Tangan | Pular 2019 I Baik -
137 | Mesin Antrian AMD 2019 | Baik -
138 | Kursi Pusar Tiger HD 2019 2 Baik :
(139 | Ac Unit Sanken 2019 [ Raik =
140 [TV Polytron 2009 [ Haik -
141 | Mainfream Hewlent 2019 1 Baik -
142 | PC Unit HP 2009 5 Baik -
143 | Laptop Lenova 2019 | Raik :
144 | Printer Canon/Pixma 2019 5 Baik .
3010
145 | Printer Canon ip 2770 2019 2 Batk -
146 | Printer Epson LQ2190 20149 5 Baik -

' E _' Reviu Rensira Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026
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147 | Printer Evolis Primacy 2019 Baik
148 | Printer Fargo HDP-500- 2019 I Baik
75001
149 | Printer Canon Pixma 2019 3 Baik
5307
150 | Printer Epson L3110 2019 2 Baik
151 | Peralatan Personal APC/UPSEX950U- 2019 E Haik
Komputer Lainnya MS
152 | Peralatan Personal AIBUP200 2019 16 Baik
Komputer Lainnya
153 | Peralatan Personal AIBUPS00 Scanner | 2019 7 Haik
Komputer Lainiya
154 | Pernlatan Personal AIBUFST 019 7 Baik
| Komputer Lainmya
155 | Peralatan Jaringan Peralatan Jaringan 019 |1 Baik
Lainava SIAK KTPEI dan
Raouter
156 | Meja Kerja Pejabat | Opus 1/2 biro W09 |2 Raik
Mon Struktural
157 | Meja Rapat Pejabat | Meja/Rapat 2019 i Baik
Eselon I
158 Meja Rapat Eselon 11 MejaRapal | JA 10 Baik
g
‘i 159 | Provektor+Amackment | Epson/EB2065 2019 [ Baik
[ 160 | Provektor+Anackment | LG/PHIS0G 2019 1 Baik
161 | Camera Electric Canon/EOS 15000 2019 7 Baik
162 | Tripod Camera DBO/Camera 009 |6 Baik
Tripod Combo
{A250)
163 | Tripod Camera OBOCamera 2019 1 Baik
Tripod Combo
{A250)
164 | Handphone Samsung Tab 2019 2 Baik
AOTSIS
2.3 Kinerja Pelavanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode tahun 2016-2021

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Dacrah

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilavah dan hasil
analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pelayanan administrasi kependudukan
memiliki nikai sirategis mengingat selama 5 tahun kedepan akan diikuli pergerakan
penduduk, dengan sendirinya memeriukan penataan administrasi kependudukan sehingga
memer]ukan pelayvanan administrasi kependudukan antara lain meliputi ;
1. Pelayvanan pendaflaran penduduk
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
3. Pelavanan K'TP elektronik

F

- Pelavanan dan pengendalian perpindahan penduduk WHI
5. Pelavanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNA
6. Pelavanan pencatatan kelahiran

7. Pelayanan pencatatan kematian

8. Pelavanan pencatatan perkawinan

9. Pelavanan pencatuatan perceraisn

10. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dipengarubi berbagai
faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor vang termasuk  kekuatan,
kelemahan. peluang dan ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang akan
ditetapkan. Faktor-faktor vyang mempengaruhi  keberhasilan  pencapaian sasaran
penvelenggaran administrasi kependudukan, dengan menggunakan teknik peta kekuaian
{analisa SWOT), identifikasi faktor internal dan ektermal sebagai berikut -

Faktor Internal meliputi ;

I, Kekuatan (Strenght)
Tingginva parlisipasi masvarakat dalam berbagai sektor pembangunan, tersedianya
sumberdaya manusia, dan komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam
meningkatkan kescjahtersan masyarakatl, sebagaimana Prioritas Pembangunan Daerah
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan
Dinamis (MUDA) melalui Peningkatan pelayanan kepada masvarakat sesual standard.

2. Kelemahan (Weaknees)
a. Masih terdapat kesenjangan atas pemahaman berbagai peraturan vang berhubungan

dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

b. Masih terdapat pemahaman bahwa administrasi kependudukan tidak penting.

R E
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¢, Masih terdapat keterlambatan pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting,

d. Masih terdapat ketidaksesuaian data individu antara dokumen kepedudukan denpan
dokumen lain yvang dimiliki penduduk.

Fakior eksternal, meliputi :
1. Peluang {opporiunities)

4. Undang-Undang MNomor 23 whun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 ishun 2006 tentang Administrsi
Kependudukan, dengan berbagai peraturan di bawahnya.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Pernturan Duerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaien Hulu
Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah:

e, Pemturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Tahun 2005- 2025,

2. Tantangan ( Threats)
a. Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang berhubungan dengan
penyelenggaraan administrasi kependudukan
b. Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola administrasi kependudukan perlu

ditingkatkan.
¢. Tunutan masvarakal terhadap kualitas  pelayanan  peperbitan  dokumen
kependudukan semakin meningkat.

i M
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BAB 111

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
Berkaitan dengan peran Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan Sipil  dalam
melaksanakan lugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. lsu-isu vang selalu menjadi pusat perhatian dan

perbincangan, dapat diiddentifikasi melalui Tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Fembangunan Daerah

No Masaluh Pokok Masalah Akar Masalah
1. Pelayanan Dokumen Peningkatan kualitas Perlunyn  dilaksanakan  sosialisasi
Kependudukan penataan  adminisirasi uniuk menjadikan dokumen
(KTP-El, Kartu kependudukan. | kependudukan (KTP El dan Kartu
Keluarga dan Karta Keluarga)  penting  untuk  dimiliki
Identitas Anak ) setiap penduduk.
 Sarana dan prasarann  yang  dimiliki
belum  memadai dalam rangka
mendukung kegiitan cperasional untuk
mcncapal target nasional,
Perlunya peningkatan pengembangan
SDM  ASN  dan  twenaga  kontrak
(operator) untuk memperiancar tugas
dan fungsi Disdukcapil.
2. Pelayanan Dokumen Pemingkatan  kualitas Perlunya  dilaksanakan  sosialisasi

Pencatatan Sipil
(Akea Kelahiran dan
| Akta Kematian )

penataan  administrasi

pencatatan sipil.

kepada masvarakat dalam rangka tertib
administrasi pencatatan sipil.

Sarana dan prasarena pendukung perlu
disdakan  untuk mencapai  target

nusional kepemilikan akia kelahiran

3. Gedung Kantor

Ruang pelavanan

masyarakal dan ruang
kerjn  pesawai  tidak

mementhi stafidar

pelayianan,

Perlunya rehabilitasi gedung kantor
untuk  perbatkan  mmng  pelavanan,
ruang kerja, ruang menvusui  dan

mmeshalla
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3.2 Telanhan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah

memiliki tugas dan fungsi sesual Peraturan Daerh Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor

| Tahun 20016 tentang Penvelenpgaraan Pelayanan Adminisirasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yvang jika dikaitkan dengan Visi-Misi

Bupati dan Wakii Bupati lima tahun kedepan terkait dengan Misi 1 (satu) dan Misi 2 (dua)
vailu, sebagaimana tabel berikutl :

Tabel 3.2

Telanhan Visi, Misi dan Frogram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis [MUDA)

Mo | Misi dan Program Tugas dan Fungsl Parmasalahan Pelayanan Faktor
Kepala Dasrah Parangkat Dasrah Perangiat Daerah Pendorong Penghambat
dan 'Wakil Kepala
Daerah
V| Misi2: 8. Menyelenggarakan a. Mash rendahnya | Tugas fungs rbatasan
Mavujuokan Peloyanan  Adminduk | kepemibkan dekumen | yang sudah jelas sarana prasarana
Pemerntahan Yang vang efekil, efesien | Kependudukan (KTP El ur, dan
Berinlegritas, dan rasional | dan  Karly Keluarga) SOM
Responsif dan meEngurang yang dimdikl  sebap
Profesional parsyaratan yang bdak | penduduk.
krusial dan | b Parlunya  peningkatan |
memberatkan pengembangan  SDM
masyvaraal  dengan B3N dan  tensga
layaman yang lebsh | kortrak (operabd) uniok
mudah, cepal, gralis | mempedancar  lugas
dan bermbagritas. dan fungs Disdukcapl,
b Meningkatkan kuallas | ¢ Sarana dan prasarana
pelayanan pemennigh | yang  dimiliki  belum
yang dilandsi dengan | memads dalam rangka
samakin meningkatya | mandukung  kegiatan
kEpuasan meEsyEraLat I aperassanal unituk
mancens tanget
. nasipnal
b
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3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

REPIMN 2021-2026 mengamanatkan. Kebijakan Pembangunan MNasional menetapian
masaran Pokok Pembangunan Nasional meliput ;
3,31  Sasaran Peningkatan kualitas pelayanan admimsirasi kependudukan  dan
pencatatan sipil, dengan dukungan database vang akurat dan terpercaya
3.3.1.1 Meningkamnya kualitas database kependudukan nasional scbagai dasar
penerbitun dokumen kependudukan, pada :
- Peningkatkan kualitas pelavanan kependudukan dan pencatatan sipil
dengan database kependudukan nasional vang akurat, 34 Provinsi dan
514 Kab' Kota pada tahun 2025
- Persentase anak yang memiliki akta kelahiran, 100%% pada tahun 2025
3.3.1.2 Meningkatnva pendayagunaan  database kependudukan nasional bagi
pelavanan publik dan kepentingan pembangunan nasional, pada
- Peningkatan pemanfaatan NIK. Database Kependudukan dan KTP-¢l
oleh lembaga pengguna Pusat. 40 lembaga (kumulatif) pada tahun 2024
vaitu  Penvediaan DP4  uniuk  Mendukung  Penyelenggaraan
PemilwPemilukada Serentak, 541 daerah (kumulatif) pada tahun 2024,

34 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilavah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil telaghan terhadap Rencana Tata Ruang Wilavah dean Kajian
Lingkungan Hidup Strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Mencngan [Dacrah
(RPIMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2026 tidak terdapat keterkaitan
dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

1.5 Penentuan lsu-lsu Strategis

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupaya terus menumbuhkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun individu memiliki
dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan memaliki nilai strategis dalam berbaga
intervensi pembangunan. Sejalan dengan kebijakan Pemernintah Pusat, penyelenggaraan
administrasi kependudukan mengalami perubahan cukup mendasar. Pada sant ini sedang
dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Dengan  SIAK  pelayansn administrasi  kependudukan dilakukan sccara online dan
terintegrasi dengan data base kependudukan vang ada di Kementnan Dalam Negen sera
terintegrasi pula dengan pelayanan adminisirasi kependudukan di Kabupaten/Rota. Selain

37
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itu, kebijakan lain adalah pencribitan dokumen kependudukan secara elektronik, vaitu
diterapkannya KTP elektronik, Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, hahwa

permasalahan yang paling dominan pada penyelenggaraan administrasi kependudukan

antara lain ;

Terindikasi masih ada penduduk kabupaten Sinjai vang belum terdaftar dalam data base
kependudukan.

Adanya ketideksesuaian data / identitas antara data basc kependudukan dengan
dokumen lain seperti Lawsh, Surat/ Akta Nikah. serta daa berbagsi intervensi
pembangunan seperti BPJS,

Pengendalian mutasi penduduk masih harus ditingkatkan, termasuk  pengendalian
dokumen kependudukan.

Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting terutama peristiwa kematian yang
mengakibatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa akis kematian masih
rendah.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan

untuk kurun wakiu lima tahun ke depan. terfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas

pelavanan, terutama :

1.
2,

Sl Ll
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Peningkatan cakupan dan kualitas data base kependudukan

Peningkatan dan pemantapan  pembangunan  Sistem  Informasi  Administrasi
Kependudukan (SIAK)

Peningkatan sumber daya aparatur

Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk

Peningkatan kualitas pelayanan pencataian sipil

Peningkatan  pengetahuan  dan kesadaran  masyarakat  tentang  administrasi
kependudukan

Mewujudkan tata kelola dokumen kependudukan
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Yang dimaksud dengan tujuan di sini adalah penjabaran atau implementasi dari
pernyatasn misi dalam meletakkan kerungka prioritas untuk memfokuskan sruh semua
program dan kegiatan, Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 3 (lima) tahun, pada
dasarmva tujuan adalah suatu tekad untuk menjadikan suatu realita antara keinginan (day
volen) dan kenyataan (das sefn) pada kurun wakiu tertentu. Sasaran merupakan fujuan antara
dari perwujudan kondisi atau keadaan ideal yang diharapkan, Sasaran merupakan bagian
integral dalam sistem perencanaan strategik vang terfokus pada tindakan dan alokasi
sumber dava dalam kepgiatan ntau aktivitas. Sasaran bersifut spesifik, terukur baik secara
kualitatif maupun secara kuantitaif, schingga dapat divkur secara nyata dalam jangka waktu
tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan, atau pun bulanan.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan twuan dan sasaran jangka
menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2021-2026. Pemyataan tujuan dan sasaran jangks menengah dimaksud beserta
indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel di bawah ini ;

Tahel 4.1
Tujuan dun Sasaran Jangks Menengah Pelayanan Perunghatl Daerah

Mo

Indi Target Kimerjn 1apuan ¢ Smarm pada Tabun ke -
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STRATEGI DAN ARAH KEBLIAKAN

BAB V

Unwk mewujudkan Strategi dan Arsh Kebijakan, maka sirategi dikembangkan dengan
membuat beberapa program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis

dan terpadu yang nantinva akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

kabupaten Hulu Sungai Tengeh bersama-sama dengan masyvarakal guna mencapai tujuan dan

sasaran yang felah ditetapkan, Dan Memperhatikan togas dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Perangkat Daerah vang melaksanakan
urusan pemeriniahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka fugas tersebui
diwujudkan melalw fungsi

a
b.

Perumusan kebijakan teknis kependudukan dan pencatatan sipil

Pelaksanaan dan Pelayanan kepada masyarakal menyangkut kependudukan dan pencatatan sipil

¢. Pembinaan terhadap pelaksannan tugas bawahan yang meliputi uwrusan kesekretariatan,

kependudukan dan pencatatan sipil

d. Pelaksanaan tugas lam vang dibenikan aleh Bupati.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu

Sungai Tengah dalom 5 (limaj 1ahun mendatang, tercantum dalam abel V. berikut ini

Tabel V
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

e i,
i g‘ Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll 2021-2026

VISt 1 Terwujudnya Hulu Sungai Tengah vang Lebih Makmur, Unggul dan Dinamis
iMUDA)
MISI2 @ Mewujudkan Pemerintahan vang Berintegrasi, Responsil dan Profesional
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Menimgkatkan Meningkatnya (Mleningkatkan pelayanan | Meningkatkan Juminh
Pemerintalion yveng | Profiesionalismic [ Adminisirasi Kependedukan | pendudhek vang  memiliki
berintegritas,  responsil | Aparaiur  dan  Kualitas dan Pencaatan Sipil Dokumen Administrasi
don profesional Peleyamun Publik Kependudukan dan

Pencazatan Sipil
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan, strategi, sasaran dan kebijakan sesuai dengan misi 1 dan
misi 2 Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengan pada RPIMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah
periode Tahun 2021-2026 yang dismpu SKPD muka dirumuskan Program dan kegiatan yang
menjadi instrumen pedoman pelaksanaanya sebagaimana Kepmendagri Nomor @ 0503708 Tahun
2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Diacrah seperti tabel dibawah ini. (Rencana Program Dan
Kegiatan Serta Pendanaan terfampir)

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana vang tersedia untuk
penyusunan program lahunan dan program yang dilaksanakan lebih dari sato tahun snggaran,
Program dan kegiatan wajib mendapatkan pendanaan karena sifatnya yang berkesinambungan.

Rencana program yang akan dilaksanakan selama tahun 2021-2026, adalah :
1. Program Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

2. Program Pendaftaran Penduduk;

3. Program Pencatatan Sipil;

4. Program Pengelolaan Informasi Administras: kependudukan:

!..Jl

Program Pengelolaan Propil Kependudukan;

Program-program tersebut di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa kegiatan yang
akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan program, maka
dhperlukan suatu parameter atau indikator kinerja dari setiap program, kelompok sasaran dan
pendanann indikatif, Rincian program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode tahun 2021- 2026, secara lengkap dapat dilihat pada 1abel
berikut :

1 42
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kependudukan dian Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang secara langsung menunjukkan kinera vang akan dicapai
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen uniuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPIMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja tersebut yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPIMD Tabun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPIMD
I
O Kuondisi
ipte Kinerja pada
< Saia ::‘:I Target Capaian Setiap Tahun alihir
il [iLi]] r
Periode :;ﬁ;
RPEIn
Tahan | Tobw | Tuhun | Tebhun | Tabun | Tahun
] ol . A 4 )
il) [F] (3 i) 5] (6} {7 (8} (k1]
I Persentase
Penduduk yang w9 W 97 ¥ ¥ 100 100
memiliki KTP-El
2 anms:ll:"ﬁrn%:uduk
Mgl Bt i (¥ ]
ymog ) 47 o8 | 9850 | w80 | 10
3 | Persentase Penduduk
yang memiliki Akia 96 &1 L] 4,50 L B5.20 ki
kelahiran Unuar 0-07
I-'hm S —is - il
4 Persepiase Pendeduk ([121] 143 i 1k 1{H} (L1H i
vy memiliki Akia
Kematian
S| Persentase Penduduk
vane memiliki Akia 100 100 106 (M | ) ({11 100
| Perkawinan |
| & Persentase Anak Usia 0- 31,33 1] &0 70 0l 0} 100
17 tahun kprng 1 han
| vang memiliki K1A
T | Persentase Peningkatan
Indcks Kepussan BT 7 K7 58 &0 L1 100
Masyarakat (IKM)
terhadap Kinzrja
Pelayanan Kependudukan

E i Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026




7.1

BAB VI
PENUTUP

Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penvusunan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai

Tengah setiap tahun pada periode yvang sama yaitu tahun 2021-2026. Dengan demikian
dalam penyusunan Rencana Kena (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah vang terkait dengan proses pengangparan dalam

penvusunannya harus melihal program dan kegiatan vang telah ditetapkan dalam tahapan-

tahapan perencanaan tahunan yang tercantum dalam maitrik Rencana Strategis (Renstra).

Mengacu pada ketentuan- ketentuan terscbut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan,

vaitu sebagai berikut :

I

far

Seluruh komponen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai
Tengah dan seluruh pemangko kepentingan agar mendukung pencapaian targel-target
sehagaimana vanyg telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Rensira);

Seluruh komponen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai
Tengah dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program- program yang
tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan sebaik-haiknya;

Rencana Strategis (Renstra) imi harus dijadikan acuan dan pedoman dalam menyvusun
Rencana Kera (Renja) Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu
Sungai Tengah vang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD
Provinsi Kalimantan Selatan, APBN dan sumber dana lainnya selama periode Rencana
Strategis { Renstra):

Rencana Strategis (Renstra) ini harus dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi kinerja
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta
laporan pelaksanannnya;

Untuk menjaga fleksibilitas namun tetap konsisten pada Visi dan Misi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungni Tengah, Rencana Strategis
{Renstra) ini dapat direvisi apabila terjadi perubahan kebijakan di masa yang akan
dutaange:

Untuk implementasi Rencana Strategis (Renstra) tersebut dibutubkan komitmen yang
tinggi, kerja keras, dedikasi, lovalitas dan seluruh jajaran Dines Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

ik
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7.2

Demikian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun 2021-2026 telah disusun, sebagai panduan bagi Dinas Kpendudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melaksanakan strategi padd
5 (lima) tahun ke depan, Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi
serta rasa tanggung jawab yang tinggl diperlukan guna pencapaian target-target yang telah
ditetapkan,

Pedoman Masa Transisi

Pada masa transisi untuk periode Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya, maka
dalum penvusunan Rencany Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021 masih berpedoman pada Rencana Strategis
{Renstra) Tahun 2021-2026.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 ini dapat mengantarkan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai Visi dan
Misi dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang

Makmur, Unggul dan Dinamis.

Barabai, 20 Oktober 2023
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